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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT

Oleh
Dilla Aulia Puspita

Poligini merupakan perkawinan dimana seorang suami mengawini istri lebih dari
seorang. Banyak masyarakat yang melangsungkan poligini tanpa memenuhi syarat
materil dan formil sehingga perkawinannya tidak dicatat di KUA. Hal tersebut
menimbulkan banyak permasalahan terkait kepastian hukum perkawinan serta
kepastian hukum anak hasil perkawinan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam
penulisan hukum ini adalah bagaimanakah akibat serta upaya hukum terhadap
permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dan tipe penelitian deskriptif. Data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara.
Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan metode pengolahan data secara
kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan mengenai istbat nikah
poligini atas dasar perkawinan tidak tercatat tidak diatur secara terperinci dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kehadiran SEMA No. 3 Tahun
2018 menjadi salah satu unsur pertimbangan hakim dalam menolak dan
mengabulkan permohonan itshat nikah. Bahwa penolakan istbat nikah perkawinan
poligini yang tidak tercatat memiliki akibat hukum yang berhubungan dengan
kepastian hukum perkawinannya serta berimbas kepada kepastian anaknya. Bahwa
perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bila dikemudian hari
suami istri memiliki masalah terhadap perkawinannya maka akan sulit bahkan tidak
dapat melakukan upaya hukum. Bagi yang ingin mendapatkan kepastian
perkawinannya, pasangan suami istri dapat melakukan upaya hukum jika
permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat ditolak dengan
cara menikah ulang, mengajukan kasasi dan untuk kepentingan anak dapat
mengajukan asal usul anak ke pengadilan. Bagi yang ingin menikah dianjurkan
untuk mencatatkan perkawinannya dan bagi PPN baiknya memberikan edukasi
kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mewujudkan
ketertiban serta melindungi hak administrasi dari perkawinan serta anaknya.

Kata Kunci: Perkawinan, Istbat Nikah Poligini, Penolakan, Akibat Hukum.



ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF REJECTION OF AN UNREGISTERED
POLYGAMOUS MARRIAGE ITSBAT APPLCICATION

By
Dilla Aulia Puspita

Polygyny is a marriage where a husband marries more than one wife. Many people
practice polygyny without fulfilling the material and formal requirements so that
their marriages are not registered at the KUA. This raises many problems related to
the legal certainty of marriage and the legal certainty of children resulting from that
marriage. The problem examined in this legal writing is what are the consequences
and legal remedies for requests for itsbat marriages for unregistered polygynous
marriages.

This research uses normative methods and descriptive research type. The data used
is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials
and tertiary legal materials. This research uses data collection methods by means of
literature study, document study and interviews. After the data is collected, it is then
processed using qualitative data processing methods.

The results of this research show that the provisions regarding polygynous marriage
istbat on the basis of unregistered marriages are not regulated in detail in Indonesian
legislation, however the presence of SEMA No. 3 of 2018 is one of the elements of
the judge's consideration in rejecting and granting the application for marriage
registration. That the rejection of the marriage certificate of an unregistered
polygynous marriage has legal consequences related to the legal certainty of the
marriage and impacts the certainty of the child. That the marriage does not have
legal force so that if in the future the husband and wife have problems with their
marriage it will be difficult or even impossible to take legal action. For those who
want to get certainty about their marriage, a husband and wife can take legal action
if their application for an unregistered polygynous marriage isbat is rejected by
remarrying, filing a cassation and for the benefit of the child, they can submit the
child's origins to court. Those who want to get married are advised to register their
marriage to create order and protect the administrative rights of marriage and
children.

Keywords: Marriage, Polygynous Marriage Istbat, Rejection, Legal
Consequences.
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(Anonim)
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan langkah penting untuk membentuk rumah tangga serta
memenuhi kebutuhan biologis manusia dalam mewujudkan rumah tangga yang
bahagia dan sesuai dengan ketentuan agama. Sebagaimana yang difirmankan
dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi. “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih sayang.” Dengan adanya perkawinan tersebut, maka dapat

memperpanjang garis keturunan serta menghindarkan diri dari zina.

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari
seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pada
dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin
dengan dasar iman.? Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan vyaitu: “Ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1 Anjani Sipahutar, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang
Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Artikel
Jurnal, Doktrina: Journal of Law. 2019.

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, him. 7-8.



Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
sejahtera. Keluarga yang bahagia akan menciptakan rasa damai dan saling
mencintai, sedangkan sejahtera berarti kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan telah
tercukupi. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP
menegaskan bahwa yang disebut dengan perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.> Bahwa jika
perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut

dianggap sah menurut agama dan kepercayaan.

Asas perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan monogami. Menurut Sanderson,
Monogami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang
wanita.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem perkawinan
berdasarkan asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya boleh memiliki
seorang istri dan sebaliknya. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, monogami yang
diterapkan di Indonesia merupakan monogami secara relatif yang berarti
memberikan peluang bagi seseorang laki-laki dapat melakukan poligini dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan. Artinya, apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan

kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya maka poligini dapat dilakukan.

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).
4 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, him. 159.



Adapun perkawinan dalam bentuk poligini dan poliandri, akan tetapi hukum di
indonesia melarang bentuk perkawinan poliandri tersebut karena poliandri adalah
perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki, yang dimana haram
hukumnya menurut agama maupun negara.> Masyarakat umum mengenal poligini
adalah poligami. Poligami merupakan perkawinan di mana seorang laki-laki
memiliki istri lebih dari satu orang, tetapi tetap dibatasi paling banyak empat
orang.® Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan memperbolehkan poligini dengan
beberapa alasan, yang pertama apabila suami mempunyai dorongan nafsu tetapi si
istri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suaminya. Kedua, istri yang dalam
keadaan sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya. Dan yang terakhir,

istri tidak dapat melahirkan keturunan.’

Poligini tidak dapat dilakukan dengan bebas, tetapi harus memenuhi persyaratan
dan prosedur pengajuan permohonan izin poligini ke Pengadilan. Salah satu syarat
boleh dilakukannya poligini adalah istri pertama memberi izin suami untuk
menikah lagi.® Bila istri tidak memberikan izin poligini kepada suami, maka
persyaratan untuk mengajukan ke Pengadilan pun tidak terpenuhi, dan akibatnya

adalah perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2,
dijelaskan dengan tegas bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-

undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan di Indonesia bertujuan untuk

5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

& Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, him. 129,

" Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, him.
30.

8 Dian Latifiani, Urgensi Persetujuan Istri Dalam ljin Poligami Suami di Kelurahaan Gunungpasti
Semarang, Jurnal, ABDIMAS Vol. 18 No. 1, 2014



memberikan perlindungan dan kepastian agar menjadi bukti penting dihadapan
hukum.® Sehingga bila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka terdapat

berbagai akibat hukum yang timbul terhadap perkawinannya.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas peristiwa
hukum atau perbuatan dari subjek hukum tertentu.® Menurut Soedjono
Dirdjosisworo, menyatakan bahwa akibat hukum timbul karena adanya hubungan
hukum yang dimana dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban.!
Akibat hukum dalam hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban.
Jika hak dan kewajiban terganggu maka munculah akibat hukum karena pada
dasarnya, hukum adalah melindungi masyarakat baik secara hukum publik maupun

privat.t?

Perkawinan yang tidak dicatat berakibat pada kedudukan perkawinan serta status
anak yang dilahirkan, anak tersebut dianggap sebagai anak diluar kawin menurut
hukum dan konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibunya.®® Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allanh SWT.,
maka dari itu, tak jarang orang tua menganggap anak sebagai kekayaan yang tiada
bandingnya. Sehingga, anak harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak,
harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), anak memiliki hak untuk hidup,

® Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2001, him.
108.

10 Marwan Mas, Pengantar IImu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, him.39.

11 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Illmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010,
him.131.

12 |bid, him. 34.

13 R. Youdhea S. Kumoro, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan, dalam Jurnal
Lex Crimen (Manado, UNSRAT, Vol VI, No.2 Maret 2019), him. 13.



tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hak

sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi**.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak,
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa
yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun. Dijelaskan pada Pasal 330 BW bahwa,
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan

tidak lebih dahulu kawin.

Adapun upaya untuk melegalisasikan perkawinan yang tidak tercatat tersebut yaitu
dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat nikah merupakan suatu upaya
pengesahan atau penetapan terhadap keabsahan suatu perkawinan yang telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan di Pegawai
Pencatat Nikah.'® Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan para
pasangan dari perkawinan tidak tercatat untuk disahkan secara hukum bagi mereka
yang tidak memiliki legalitas pada perkawinannya. Akan tetapi pasal tersebut tidak
menjelaskan lebih lanjut mengenai perkawinan poligini tidak tercatat. Selain itu,
belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai itsbat nikah terhadap

perkawinan poligini tidak tercatat.

Setiap permohonan yang diajukan ke lembaga peradilan, kemungkinan putusan

yang akan terjadi ada 2 (dua), yaitu permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan.

14 H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, him. 7.

15 Alimin dan Euis Nurlaela Wati, Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia, Orbit
Publishing, Ciputat, 2013, him. 86.



Salah satu permohonan itsbat nikah poligini yang diterima oleh Pengadilan Agama
Jakarta Barat yaitu putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB., dalam putusan ini
hakim memeriksa dan menolak permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang
tidak tercatat, diajukan oleh para pemohon dengan alasan membutuhkan bukti

perkawinan serta kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak.

Rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memuat ketentuan
mengenai itshat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat yang diatur pada
bagian I11: Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, angka 8,
merumuskan tentang Permohonan Itsbat Nikah Poligini atas perkawinan tidak
tercatat, menyatakan bahwa ‘“Permohonan itshat nikah poligami atas dasar nikah
siri. meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat
diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan dengan permohonan

asal-usul anak.”*®

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung secara jelas mengatur bahwa
hakim Pengadilan Agama tidak boleh menerima ataupun mengabulkan

permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat meskipun dengan
alasan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat di itsbat nikah kan

dengan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat.

6 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlkuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



Persoalan mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat menjadi
fenomena yang menarik untuk dibahas karena ketiadaan aturan yang khusus
mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat menimbulkan
keresahan bahkan ketidakpastian hukum bagi sepasang suami istri yang ingin
melegalisasikan perkawinannya, yang akan menimbulkan akibat hukum dalam
perkawinan tersebut. Maka dari uraian diatas akan menjadi bahan untuk penelitian
yang berjudul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG

TIDAK TERCATAT.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah
perkawinan poligini yang tidak tercatat?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah

perkawinan poligini yang tidak tercatat?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan
ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini
adalah hukum keperdataan mengenai hukum Islam khususnya mengenai
hukum keluarga Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian adalah
pembahasan yang mengenai akibat hukum terhadap penolakan permohonan

itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.



1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan diatas, maka tujuan dari

penelitian ini ialah:

1. Menganalisis akibat hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah
perkawinan poligini yang perkawinan tidak tercatat.

2. Mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan jika permohonan itsbat nikah

perkawinan poligini yang tidak tercatat ditolak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap
keilmuan, serta menambah wawasan di bagian hukum keperdataan khususnya

mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan acuan
masyarakat dalam pelaksanaan itshat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan
kepastian hukum, dan diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran

bagi mahasiswa tentang itsbat nikah poligini.



Il.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan
lawan jenis, Secara terminologi, menurut Imam Syafi“i, “kawin” yaitu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.!’
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan dengan agama.*®

Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan, antara lain®® :

a. Al-qur’an dan Hadist,

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata ‘“kawin” yang menurut

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan

17 M. 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Cet. Ke 1, him. 1.

18 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

19 prof Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017,
Cet. Ke 7, hlm. 67.
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kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata
nikah (z\)yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering digunakan

untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi dan tujuan lain
yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Perkawinan. Namun bersifat memperjelas dari Undang-Undang Perkawinan, yaitu
perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat yang artinya
bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.?

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah
mawadah warohmah. Kemudian tujuan lain dari perkawinan yaitu membentuk
keluarga yang utuh, artinya setiap perkawinan ingin memiliki seorang anak untuk
memperpanjang garis keturunan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.?! Suatu perkawinan dapat dikatakan bahagia apabila
kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan rohani dan jasmani nya

terpenuhi.??

20 Abdurohman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Cet. I,
him. 7.

21 Prof Abdulkadir Muhammad, op.cit., him. 85.

22 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet. Ke-11,
him. 62.
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Menurut agama Islam, tujuan perkawinan yaitu sebagai syariat agama dalam
membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sebagaimana yang

terdapat dalam surah ar-rum Ayat 21:

Sesale & IR & 02 2Rl 855 1580 ) Jan s K332 86305 ) A allb edled)

a8l &) 5SS

Yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Maksud dari ayat tersebut, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga
yang sakinah mawadah wa rahmah. Sakinah berarti diam atau tenang rumah
tangganya baik segi fisik maupun psikologis. Mawaddah berarti perasaan atau
keinginan kuat agar pasangan mendapatkan kebaikan. Dan Rahmah berarti

senantiasa rumah tangganya diliputi rasa sayang serta simpati.?®

2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan istilah untuk menentukan sah atau tidaknya pekerjaan
atau ibadah yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dianggap sah secara hukum
sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun rukun dan syarat perkawinan erat

hubungannya, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam fungsinya.?*

23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, , Lentera Hati, Jakarta, 2002, Vol. 10, him. 35.
24 \Wahbah Al-zuhaili, Al Figh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Dar al-fikr, Cet. Ke-3,1989, him. 29.
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Rukun perkawinan menurut Imam Syafi’i, meliputi hal berikut:?

1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan

2) Adanya wali dari pihak calon wanita

3) Ada dua orang saksi

4) Sighat akad nikah (sighat akad adalah ijab dan gabul. ljab dan gabul dilakukan

oleh pihak wali wanita yang kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki).

Rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi hal
berikut:%
1) Calon Suami
a. Calon suami beragama Islam.
b. Seorang laki-laki asli.
c. Sudah akil baligh dan mukallaf.
d. Memiliki keluarga dan identitas yang jelas.
e. Halal untuk dikawini dan tidak terdapat halangan dalam perkawinannya
seperti hubungan darah.
f. Calon mempelai laki-laki mengenal calon istri dan mengetahui bahwa calon
istrinya halal untuk dikawini.
g. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.
h. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umroh.
i. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.

j. Calon suami tidak sedang beristri.

25 Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Figh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, him. 64-
48.

% Umar H. S dan Aunur R. F. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media
Yogyakarta, him. 58.



2)

3)

4)

5)

Calon Istri

a. Beragama Islam.

b. Seorang perempuan asli.

c. Sudah akil baligh.

d. Calon mempelai wanita halal untuk dikawini.
e. Tidak sedang terikat dengan perkawinan lain.
f. Tidak dalam masa iddah.

g. Tidak dalam paksaan.

h. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umroh.
Wali Nikah

a. Seorang laki-laki

b. Dewasa dan berakal sehat

c. Mempunyai hak dalam perwalian

d. Tidak sedang berada dalam pengampunan.

e. Adil.

Saksi Nikah

a. Beragama Islam.

b. Terdiri dari dua orang laki laki.

c. Tidak pelupa atau pikun.

d. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.

e. Dewasa.

Akad Nikah

a. Adanya pernyataan perkawinan dari para wali nikah

b. Ada pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki

13



C.

d.

e.

f.

14

Memakai kata-kata nikah
Ijab dan gabul saling berkesinambungan
Orang yang sedang ijab gabul tidak sedang ihram haji atau umrah

Ijab dan gabul harus dihadiri calon mempelai serta dua orang saksi

Sedangkan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 6-12 dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Syarat Materil, merupakan syarat yang wajib dipenuhi, syarat materil adalah

sebagai berikut:

a)
b)

d)

Perkawinan harus berdasarkan persetujuan antara kedua mempelai
Beurmur 21 tahun, jika yang berumur dibawah 21 tahun maka harus
mendapatkan izin kedua orang tua. Bila tidak memiliki orang tua, maka
dapat diwakilkan oleh walinya atau yang mempunyai hubungan darah
dengan garis keturunan yang lurus. Jika orang tua maupun wali tidak bisa
mewakilkan, maka boleh diwakili oleh pengadilan setempat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, laki-laki dan perempuan
bila ingin menikah minimal umurnya 19 tahun. Bagi yang dibawah umur 19
tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka dapat meminta izin
dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.

Calon mempelai tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali
telah dapat izin dari pengadilan untuk poligami.

Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan

mereka tidak melarang kawin kembali.
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f) Bagi wanita tidak sedang dalam masa iddah.

2) Syarat Formil, meruapakan syarat yang berhubungan dengan tata cara

perkawinan, antara lain sebagai berikut:

a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan

b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan

c) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahirna

d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka
yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan pengadilan

e) Jika perkawinan itu kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian
atau kematian

f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan

g) Dispensasi kawin (jika diperlukan)

2.2 Tinjauan Umum Tentang ltsbat Nikah
2.2.1. Pengertian Itsbat Nikah

Semua perbuatan hukum dapat dinyatakan sah apabila mempunyai bukti yang jelas
dan pasti. Demikian juga perkawinan, suatu perkawinan harus memiliki akta nikah
yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang Islam, dan Kantor Catatan
Sipil bagi yang non-Muslim. Salah satu cara untuk men sahkan perkawinan yang
tidak dicatatkan di pihak yang berwenang, maka dapat dilakukan itsbat nikah

dengan ketentuan yang berlaku.

Itsbat berasal dari bahasa Arab yaitu <\ yang berarti penetapan, penyungguhan,
serta penentuan. Mengistbatkan berarti menyungguhkan atau menentukan

(kebenaran sesuatu). Isbat nikah menurut sistem hukum di Indonesia merupakan
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prosedur hukum untuk menetapkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita
yang telah melakukan perkawinan berdasarkan Hukum Islam yang memenuhi
syarat dan rukun, akan tetapi perkawinannya tidak dicatatkan kepada pegawai
pencatat nikah. Akibat dari perkawinan tidak dicatat akan berimbas kepada
kepemilikan kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinan di mata
hukum.?” Tiap perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan harus dimuat dalam suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar
pencatatan.?® Penetapan itshat nikah didasarkan pada putusan atau penetapan oleh

hakim di Pengadilan Agama.

2.2.2. Tujuan Itsbat Nikah

Fungsi dari itsbat nikah ini bertujuan untuk mengesahkan atau membuktikan bahwa
perkawinan telah dilangsungkan. Dengan kata lain, itsbat nikah merupakan alat
bukti yang sah untuk membuktikan suatu perkawinan yang telah terjadi melalui
Pengadilan Agama. Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama diperuntukkan bagi
mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 64, menyatakan bahwa :
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang
terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-

peraturan lama, adalah sah.”

2! Faizah Bafadhal, Itshat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan
Perundang Undangan Indonesia, Jurnal llmu Hukum, 2014, him. 3.
28 pPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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2.3  Poligini
2.3.1. Pengertian Poligini

Masyarakat awam mengenal poligini adalah polihami. Istilah poligami berasal dari
bahasa yunani, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin.
Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak.?® Maksud perkawinan yang banyak
adalah poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak mengawini lebih

dari seorang dalam waktu bersamaan.

Poligini berdasarkan kacamata hukum adalah perkawinan seorang pria yang
menikahi lebih dari seorang wanita. Adapun dalam istilah kitab figih poligami
disebut dengan fa’addud al-zaujat yang berarti banyak istri, sedangkan secara
istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini dua sampai empat perempuan, tetapi
harus berlaku adil. Meskipun hukum perkawinan dalam Undang-Undang Tahun
1974 berlandaskan pada perkawinan monogami, akan tetapi dalam Pasal 3
disebutkan perizinan bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu dengan

syarat-syarat tertentu.

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam dan Indonesia adalah monogami,
namun poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dan
terdapat aturannya di dalam hukum Islam (figih). Islam tidak melarang poligami,
tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan dengan harus memenubhi

syarat-syarat Imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum Al-Quran.*°

29 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990, him. 11.
30 Karam Hilmi Farhat, Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi, (Jakarta: Darul
Hag, 2007), h. 20.
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Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan
itshat nikah yaitu Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 55-59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dengan kata lain, peraturan yang sudah ada
mengenai poligami menjadi acuan agar tidak ada pihak yang merasa keberatan

ataupun terzolimi serta teratur.

2.3.2. Jenis Poligini

Poligami dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri. Poligami dalam bentuk
poliandri merupakan rumah tangga yang terdiri dari satu istri dan lebih dari satu
suami. Akan tetapi, praktik poliandri di Indonesia baik secara agama maupun
hukum adalah ilegal yang artinya tidak diperbolehkan. Berdasarkan Inpres Nomor
1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (a) dan (b)
menjelaskan bahwa perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan selama

masih memiliki ikatan perkawinan dengan pria lain.3!

Poligini harus dilakukan dengan baik dan adil oleh suami. Sebagaimana bahwa
pada dasarnya, poligini diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang
uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka
meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan kasih sayang dan

pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Mereka meninggalkan

31 Wan Hasjim Omar Jacob Saleh, dkk, “The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian
Teoritis dan Empiris”, Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kajian Vol. 2 (Part 1), April 2023.
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istri yang kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan
ternadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi
salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligini,

tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.

Secara umum, perkawinan poligini cenderung dilakukan karena melihat dari status
sosial ekonomi yang relatif rendah dan terjadi pada wanita dengan pendidikan
rendah. Agama Islam memperbolehkan poligini dengan beberapa syarat, yang
pertama apabila suami mempunyai dorongan nafsu tetapi si istri tidak dapat lagi
memenuhi kebutuhan suaminya, atau istri yang dalam keadaan sakit sehingga ia
tidak dapat lagi melayani suaminya, yang kedua bertujuan untuk membela kaum
wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad, dan
keempat untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang
berumah tangga dengan alasan agar mereka tidak terjerumus ke dalam berbagai

dosa.®

2.4. Perkawinan Tidak Tercatat

2.4.1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat
Secara umum, perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang sudah sah

menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan.
Hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan
tidak memiliki surat nikah sebagaima terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974.% Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan

32 Op. Cit. Kasmuri Selamat, him. 30.
33 |dris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan
Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him. 41.
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bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2.4.2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif mengatur
mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan secara jelas. Pasal 2 ayat (2) bahwa
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.®* Pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus
dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan
hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan
perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan

secara agama atau kepercayaan agama para calon mempelai.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang ini menggantikan
ketentuan mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk sebagaimana diatur dalam
Huwelijksordonnantie S.1929 No. 348 JO. S. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche
Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 yang mana sudah tidak sesuai dengan
keadaan masyarakat sekarang, sehingga dibentuknya peraturan perundang-
undangan yang dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Karena Undang-
Undang ini dibuat dalam rangka pembaharuan kitab hukum yang berlaku pada
masa penjajahan Belanda, peraturan perundang-undangan ini dibuat sembari

menunggu peraturan baru dibuat. UU No. 22 Tahun 1946 menetapkan ketentuan

34 pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



21

mengenai perkawinan tidak tercatat pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) yang

berbunyi:

“(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang
perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2)
Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima Puluh

Rupiah).

(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga
ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi
syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang
berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan
keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu
memasukan nikah, talak, dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing

dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.” %

Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang
dilaksanakan tanpa adanya pengawasan pegawai pencatat nikah atau seorang yang
secara resmi ditunjuk sebagai perwakilan akan dikenakan denda sebanyak Lima
Puluh Rupiah. Mengingat peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan pada
tahun 1946, maka terdapat perbedaan signifikan mengenai kurs mata uang di
Indonesia pada saat itu. Kemudian, ketentuan pada Ayat (5) menjelaskan secara
mendasar mengenai istbat nikah dalam UU No. 22 Tahun 1946, dimana apabila
karena suatu hal perkawinan tidak dapat memenuhi syarat pengawasan/tidak dapat

diawasi oleh pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut selayaknya akan

35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
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dikirimkan salinan keputusan oleh Panitera Pengadilan Negara (pada saat itu
disebut dengan biskalgripir hakim kepolisian) kepada pegawai pencatat nikah yang

bersangkutan untuk kemudian didaftarkan perkawinannya.

Perihal tidak dapat terpenuhinya syarat pengawasan tersebut tidak dijelaskan secara
spesifik dalam UU ini, namun apabila menelaah ketentuan dalam Pasal 1Ayat (2)
dan (3), terdapat kemungkinan pegawai pencatat nikah dapat berhalangan hadir
sehingga wakil yang ditunjuk oleh kepala Jawatan Agama Daerah (atau dalam hal
ini, Pengadilan Agama Daerah) dapat menggantikan tugasnya. Kemungkinan
adanya syarat yang tidak dapat terpenuhi dapat terjadi apabila wakil pegawai
pencatat nikah tersebut turut berhalangan hadir atas sebab yang darurat atau diluar
kehendak para pihak, sehingga pendaftaran perkawinan dapat dilakukan,

berdasarkan surat keputusan hakim.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 membatalkan eksistensi
Huwelijksordonnatie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche
Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dimana sebelumnya aturan mengenai
pencatatan nikah, talak, dan rujuk diatur. Dikarenakan iklim politik Indonesia yang
pada saat itu masih belum stabil, maka Undang-Undang ini pada saat itu hanya
berlaku di pulau Jawa dan Madura saja, sehingga ketentuan mengenai pencatatan
nikah di luar pulau tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan lain.%
Setelah berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya

Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun

3 pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
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1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa

dan Madura dikeluarkan dengan maksud dan tujuan meratakan penerapan Undang-

Undang positif mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk ke seluruh wilayah

NKRI. UU No. 32 Tahun 1954 mengubah dan meluruskan beberapa hal dalam UU

No. 22 Tahun 1946, seperti:*’

1. UU No. 22 Tahun 1946 dapat diberlakukan untuk seluruh daerah NKRI,
termasuk luar pulau Jawa dan Madura;

2. lIstilah briskalgripir hakim kepolisian pada Pasal 3 Ayat (5) UU No. 22 Tahun
1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negara;

3. Peraturan dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 ditetapkan oleh Menteri

Agama;

2.4.3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang penting dalam menjaga kepastian
hukum, melindungi hak-hak individu, dan memfasilitasi penyelenggaraan layanan
administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta
nikah apabila terjadi perselisihan diantara kedua pasang atau ada diantara salah
salah satu pihak tidak ingin bertanggungjawab maka pikak yang lainnya dapat
melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-
masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas

perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Selain itu, tujuan dilakukannya pencatatan perkawinan memberikan pengakuan

resmi dimata hukum serta perlindungan hukum terhadap status perkawinan. Hal

87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
38 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, him. 107.
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tersebut sangat penting untuk mendapatkan kepastian hak-hak serta kewajiban

hukum bagi pasangan yang menikah.

2.5 Kerangka Pikir

Permohonan ltshat Nikah
Perkawinan Poligini Yang
Tidak Tercatat

Pengaturan Itsbat Nikah
Perkawinan Poligini Yang

Keterangan:

Tidak Tercatat

Permohonanan Permohonan
Ditolak Dikabulkan

Akibat
Hukum

Upaya
Hukum

Melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memperpanjang garis keturunan dan

mengurangi maksiat atau menghindarkan diri dari zina. Pelaksanaan perkawinan

harus dicatatkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian agar

menjadi bukti penting dihadapan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi, masyarakat di Indonesia masih banyak yang tidak melakukan

pencatatan perkawinan dengan beragam alasan. Salah satunya karena perkawinan

tersebut dilakukan secara siri. Pencatatan perkawinan sangat penting dikarenakan

dapat menjadi pembuktian yang sah secara hukum.



25

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, pihak yang
perkawinannya tidak dicatat dapat melakukan permohonan itsbat nikah di
Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai Itsbat Nikah Poligini juga tidak diatur
secara ril oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam,

yang artinya tidak lengkap aturannya.

Terdapat putusan mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat,
dalam permohonan itsbat nikah tersebut, hakim memutuskan bahwa permohonan
tersebut ditolak dikarenakan permohonan yang diajukan bertujuan untuk membuat
akta nikah serta akta kelahiran anak. Yang dimana sesuai SEMA Nomor 3 Tahun
2018, tidak menerima permohonan itshat nikah dengan alasan anak. Hal tersebut
menimbulkan pertanyaan apakah hakim juga ikut mempertimbangkan kepentingan

anak untuk mendapatkan haknya.

Putusan hakim mengenai penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini
yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum baik untuk perkawinan itu
sendiri, harta kekayaan, serta akan berdampak pada anak hasil perkawinan. Dari
akibat hukum tersebut akan menimbulkan upaya hukum atas terjadinya perkawinan
poligini yang tidak tercatat yang akan berimbas pada kedudukan perkawinannya

serta kepastian hukum anak yang lahir.



I11. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh, menemukan, dan
menggunakan data kegiatan agar mendapatkan hasil peneliatian secara konkrit.
Metode peniliatan harus disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian dalam penelitian
dipakai dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan tertentu dan kesimpulan

yang diinginkan serta agar mendapat sasaran yang tepat terkait penelitian. 3°

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.
Metode normatif merupakan penelitian hukum berdasarkan kepustakaan yang
dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang sudah ada.*® Penelitian
hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah
sistem norma mengenai asas-asas, teori, dan kaidah yang berlaku dalam
masyarakat yang berfokus pada peraturan per Undang-Undangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.*

39Bakry Nazar, Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian, Jakarta: Pedoman limu Jaya, 1994, him. 2.

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, him. 13.

41 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him.
27-28.



27

3.2.  Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini
dilakukan untuk menggambarkan suatu kondisi yanng sedang terjadi dalam
masyarakat dengan tujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian
dan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang
berlaku.*? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis
serta sesuai dengan pokok permasalahan mengenai akibat hukum penolakan

permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

3.3.  Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang
telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.** Pendekatan
penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengumpulkan
serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan aturan hukum yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu peraturan-
peraturan hukum, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif,
serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan akibat hukum itsbat nikah
poligini yang tidak tercatat, serta bahan-bahan pustaka seperti buku dan lain

sebagainya.

3.4. Data Dan Sumber Data

42 Dr. Drs. H.Rifa'i Abubakar, M.A., Pengantar Metedologi Penelitian, Yogyakarta: SUKA-Press
UIN Sunan Kalijaga, 2021, him. 6.

43 Bambang Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, him.
217.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
yaitu data yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku
laporan, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti,
serta sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam
penelitian ini, yaitu :

3.4.1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder, menganalisa rumusan masalah yang diambil dari
buku atau literatur hukum, jurnal ilmu hukum, internet yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan data sekunder adalah untuk
mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau
landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.*

3.4.3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pelengkap yang memberikan dan
menguatkan penjelasan dari sumber hukum primer dan sekunder, berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang d ibutuh
kan dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan sumber data dan pendekatan
penelitian, maka pengumpulan dara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara,

antara lain :

4 | Ketut Suardita, S.H., M.H., Pengenalan Bahan Hukum (PBH), (Bandung: Fakultas Hukum
Universitas Udayana, 2017), him. 19.



3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.6.
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Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data
yang bersumber dari literatur-literatur tertulis terkait penelitian dengan cara
membaca, mencatat, mengutip, dan kemudian bahan yang sudah diperolah
dilakukan analisis.

Studi Dokumen (Documentary Study), yaitu pengumpulan data dengan
menganalisis dokumen-dokumen untuk mendapatkan gambaran melalui
suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang beruhubungan dengan
masalah yang diteliti.

Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui
proses tanya jawab lisan. Narasumber akan menjawab pertanyaan yang
ditanyakan oleh pewawancara. Cara pengumpulan data tersebut bertujuan
untuk memperoleh informasi-informasi mengenai suatu objek atau

peristiwa pada masa lalu dan yang sedang terjadi.

Metode Pengolahan Data

Selanjutnya dilakukan pengolahan data agar data yang diperoleh dapat digunakan

sebagai peninjauan terhadap permasalahan yang dibahas:

3.6.1.

3.6.2.

Pemeriksaan data (Editing) merupakan pemeriksaan data sesuai dengan
pokok bahasan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan
dilakukan perbaikan, dengan cara mengumpulkan data.

Verifikasi data (Verification), yaitu proses untuk memastikan bahwa data-
data yang diperoleh bersifat valid dan tidak memiliki kesalahan sehingga

dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian.
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3.6.3. Klasifikasi data (Classification), kegiatan mengelompokkan data-data
sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat
proses sistematisasi data.

3.6.4. Sistematisasi Data (Systematizing), sistematisasi data (Sistematizing) yaitu
dengan metode pengolahan data dengan menempatkan data menurut

kerangka sitematika berdasarkan urutan masalah.*

3.7.  Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis
secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah
dilakukan. Analisis kualitatif merupakan penafsiran terhadap bahan hukum yang
sudah diolah sehingga disusun secara terstruktur, logis dan tidak tumpang tindih

sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data.

Analisis tersebut nantinya akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian
dengan bantuan teori maupun bahan dan data yang sudah dikumpulkan.*® Setelah
data dan bahan hukum diuraikan serta disusun secara sistematis yang sesuai dengan
pokok permasalahan, maka dapat diperoleh gambaran mengenai materi yang
tertuang dalam kesimpulan mengenai akibat hukum terhadap penolakan

permohonan perkawinan poligini yang tidak tercatat.

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Op.cit, him: 126
46 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,
him. 70.



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.

Bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah mempunyai beberapa faktor,
salah satunya karena suami masih terikat perkawinan dengan istrinya yang
terdahulu, serta istri tidak mengetahui perkawinan poligini tersebut. Akibat dari
penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat,
yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila
terjadi masalah di kemudian hari, suami istri tidak dapat menyelesaikannya
secara hukum. Pihak yang paling dirugikan adalah itstri dan anak. Istri sulit
mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian,
karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri
jugatidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal
dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak dari
harta warisan tersebut, serta anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena
orang tua tidak memiliki akta nikah.

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika permohonan itsbat nikah perkawinan
poligini ditolak, maka pasangan suami istri dapat menikah ulang di Kantor

Urusan Agama. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, itsbat nikah tidak
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dapat diterima bila menyangkut kepentingan anak karena dikhawatirkan terjadi
penyelundupan hukum. Akan tetapi, pemohon dapat mengajukan penetapan asal
usul anak untuk ditetapkan di Pengadilan Agama. Dalam hal penetapan asal usul
anak diperbolehkan mengajukan tanpa itsbat nikah atau akta nikah, kemudian
hakim akan mempertimbangkan dengan hati-hati bahwa perkawinan tersebut sah
secara agama. Hakim akan memeriksa dari segi pengakuan oleh ayah kandungnya
bahwa benar anak tersebut adalah hasil dari perkawinan suami dan istri yang sah
secara agama, atau dapat melakukan tes DNA. Kemudian hakim akan memanggil
para saksi yang dapat membuktikan kesaksian dalam perkawinan tersebut. Apabila
saksi sudah meninggal atau tidak ada, hakim akan memanggil saksi lain yang turut

ikut dalam menyaksikan akad nikah tersebut.

5.2. Saran

1. Bagi suami-istri yang melakukan perkawinan seharusnya mencatat
perkawinannnya untuk mewujudkan ketertiban serta melindungi hak
administrasi pasangan suami istri serta keberadaan anaknya.

2. Bagi Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama baiknya melakukan
edukasi terhadap pentingnya suatu pencatatan perkawinan kepada masyarakat
agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mencatat suatu

perkawinan.
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